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KATA SAMBUTAN

K:hidu;wn hukum dan berhukum kita masih dalam proses yang
1enjadi. Keinginan untuk membangun sistem hukum yang
mandiri sesungguhnya telah diamanatkan oleh para pendiri negara ini yang
dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945.

Keinginan membangun hukum scperti itu juga diikuti olek
pembangunan dan pemantapan fungsi penegakan hukum melalui keberadaan
aparat penegak hukumnya. Dan pada tahap akhir barulah terkait dengan
pembantukan moral hukam melalui budaya masyamkatnya.

Ragam tulisan dalaim buku ini ditulis oleh para suhabat dan mahusiswa
vang secara khusus diharapkan menjadi titik balik perenungan 50 Tahun usia
sava. Ketika mereka menyodorkan tulisan-tulisan ini saya tidak bisa
menolaknya, sebab mereka adalah pemilik negeri ini dan pemikirannya
semuaryva bestumpu pada keinginan ustuk membelgjarkan hukum dan sistem
huskum dalam sebuah negara hukum vaitu Negar Hukum Indonesia.

Budi baik dari saudara Dr. Firman Muntago, S.H,, M.Hum, scorany
sahabat vang pernah berulangkali mempertentangkan dan membahas tentang
kegelisahannya memaknat “kehidupan hukum™ dan berhukum di negeri ini.,
akhimya memperkuat keyakinan saya bahwa vang bersangkutan kayak untuk
sava berikan tugas menata kembali tulisan-tulisan yang terhimpun darni para
kelega dan miahasiswa saya menjadi buku sehingga hadir ditengah-tengah
pembeca sekalian.

Kehadivan kebesaran Tuhan vang masih memberikan kekuatan dan
usiz setengah abad, bagi sava, horus sayz maknai schapai kesempatan untuk
semakin ikhlas berbagi, mendisiusikan, dan membelajarkan hukum kepada
siapa saia. Sebagian dari penulis datam buky int sudah purna belajar karena
derajatmya sudah pada strata tentinggi yailo Strata 3 (doktor). Saya berharap
tulisan-tulisan mereks akan menjadi semakin bertumpa pada derajat
kedoktoranaya, sehingea pada saatnya nanti akar mencapai puncak pencapain



tertinggi yaitu derajat guru besar, Saya menganguap mereka itu sudah siap
berproses. Schagian lainnya para penulisnya berasal dari Strata 2 dan Strata
|. Tulisen mereka menjadi sarana awal mengembangkan daya nalar dan
kritisnya dan wadah untuk mengasah ketrampilan analisisnyva schingga mereka
juga akan sampai pada pencerahan dan perenungan tentang hukum dan sistem
hukum di negen ini kelak.

Terimakasih kepada berbagai pihak vang menginspirasi persajudan
kritik saya dalam beragai pikak dan di berbagai kesempatan, dimana saya
ingin para sahabat saya, mahasiswa saya dan siapa saja memberdayukan
budiya menulis, bahkan menulis sampah sekalipun, daripada akhimya menjadi
sampah karena tidak pernah menulis. Teatu menulis di bidang hukum yang
Jebih menginspirast saya karena sesungguhnya kehidupan hukum dan berhaloum
kita, sedang kita tuliskan sccara bersama-sama.

Bandarlampung, 9 November 2012

Prof. Dr. | Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
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PENGANTAR EDITOR

udah sejak lama dipahami dan dimengerti bahwa kehidupan

berhukum dan hukum itu seadis tidak permah bersih dari realitas
sosial yang diaturnya. Selalu saja ade bias antara hukum dalam perspektif
teks dan konteksnya.

Realites seperti itu mempertunjukkan bahwa ada sejumlah faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dan tercipta, serta
berkembangnya hukum dalam hampir semua struktur dan strata masiarakat.

Buku ini memuat tulisan yang berbasiskan pada kajian kritis fenomena
Bukum dan berhukum di sebuah negara hukum yang bernama Negara Hukum
Indonesia. Dituliskan olch para akademisi dan habitatnya, vailu penulis yang
berbasis pada Strata 3 {Alumni Program Doktor imu Hukum dan sebagian
di antaranya masih bergelut dalam penyelesaian studi doktoryy, Strata 2
Magister Hukum dan schagian juga nuasth dalam prozes peayelesaian derajat
Magister [Imu Hukum), dan Strata 1 (yang masih dalam proses menjadi).
Keseluruhan penulisnya merspakan pencerminan betapa kajian hukum bagai
mereka masih merupakan laban yang cukup luas untuk dikaji sebab pada
dasamya hukum dan ilmu hukum dimensinya memang teramal luas,

Buku ini dituliskan sebagai kado ulang tahun Prof. Dr. | Gede AB
Wianata, S.H., M.H. vang ke 50 Tahun. Sebagai seorzng sahabat, teman
scperguruan pada jenjang program doktor di Universitas Diponegoro
Semarang juga temar delam berbagi sekaligus scorng kakak, saya nempezaleh
kesempatan yang membabagiakan menyeleksi sekaligus mengedit kumypulan
gagasan dari paramahasiswanya, kelega beliau sehingea menjadilah buku ini,
Ada sebagian tulisan vang dengan berbagai pertimbangan tidak disertakan
dalam buku ini salah satunya karena kendala keterbatasan waktu dao
terlambatnya naskah diterima. Semoga ini tidak menimbulkan kekecawean
bagi para penulis yang bersangkutan,



Secara keseluruhan naskal ini dituliskan sebagai sebuzh persembahan
indah yang bisa sajadinyatakan mewakili dari sekian banyak persoalan hukum
yang saat ini masih merupakan diorama menarik dari konstruksi sebuah negar
Indonesia yang sarat denpan problematikanya sendini dibandingkan dengan
negara lain. Kajian hukum dan masyarakat, hukum pidana, kenegaraan dli.
Tulisen ini juga bisa dinyatakan mewakili beberapa “generasi™ karena ditulis
oleh para penulis yang sebagian masih sedang “menjadi™ sarjana, magister
Bahican doktor dalam bidang hukum, Sungguh suatu fenomena yang menarik,
sehagaimana Prof, Gede yang selalu merendal: dan menjadi teman berbagi
pada berbagai strata yang diasuhnya, sehingen para mahasiswanya tidak pemah
mengangeap beliau sebagai seorang mahagur yang ditakuti, namun lebih
sebagal sehabat, menjadi scorang tempat berdiskusi dan berbagi ifmu,

Sclamat ulang tahun sahabat, kakak, dan guru ku. Tetaplah menjadi
i sendin, berkarya dan mengahdi pada negeri. Usia setengah abad tertandai
dengan maraknya karya para sahabat lain yang dipersembahkan kepada negeri
i, semoga akan menjadi “sebuah taman dengan seribu bunga™ gagasan yang
an memperkaya wacana bagi para penstudi bukum dan ilmu hukum. Semoga
Sami skan mampu menjadikan mu suri tauladan,

Tiada gading yang tidak retak, Bunga rampai ini dipersembahkan
Lzpadds pembaca dengan berbagai kekwangannya. Semwoga ada manfastnya.

Palembang, 9 November 2012

Dr. Firman Muntago, S.H.. M. Hum
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Maroni

JiUuAal

© Fumgsihukum pidans s sepert fungsi hukem! padaumumnya yakni
merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat Khususnya dalam
 menangg 'kcjalmanagarlercapaikesejahtcraansosialscbagai
\ satu tujuan diadakannya Negara Kesatuan Republik Indoncsia
ehassimana yang diamanatkan dalam Pembutkaan UUD 1945, Upaya
erlindungan masyarakat tersebut diwujudkan dengan pertama-tama
san kriminalisasi terhadap semuz perbuatan yang dipandang akan
whalanet terwjudnya kescjshterazn sosial dan selanjutnya melakukan
pemegakan hukum atas pelanggarnnyd.

~ Penegakun hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan
gmedaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, cita yang bersifat abstrak
Ak oz hlk\m.Tujmnhuhunaimxcitahukmmelmmtﬂlaiﬂilaimmal
~dilan dan kebenaran, Dalam kaitan ini menurut Radbruch, halwa
pads hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat
Seslongkan sehagai sesuata yang ubstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak

e

FPmedknan, Lawienca M. American Livw An Besvendieo oo {Hukum Amerikn Sebuah Pengantar)
Bechemabikan oleh Wishnn Basuki. PT. Tatxausa, Jakiartn, 2001, him, 1118, bakwe bukum
e ok dapot becfungs: {1) sehigai bagian dari sisem Keatral sosil: (2) furgs: hukum
sebaey alut penyelesal sengketn: dan (33 fungsi redistebuss (readivsebisive fiosensuyates funzsi
wea sosial (social engineering funclion).
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termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial *
Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan
masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberiakukan, Alasan di atas
sesuai pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang
jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural
tertentu, Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui
anaknya. Dalam hal ini, masyarakat vang menyusui hukumnyadengan sekalian
nilai, sejarah dan tradisinya.’

Masalah penegakan hukum menupakan masalah yang tidak sederhana,
bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendini, tetapi juga ramitnya
jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi,
dan budava masyarakat.! Selain itu penegakan hukum dalam suat masyarakat
mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendin yeng disebabkan oleh
struktur masyarakatnya.® Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala,
baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum
dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan
penepakan hukum tidak dapat dijalankan ateu kurang dapat dijalankan dengan
scksama.® Pengertan hukum schagai suatu sistem hukum dikemukakan antara
lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum merupakan gabungan antarsa
komponen struktur, substansi dan kultur.”

Ulsaha penanggulangan kejahatan dalam rangka terwujudnya
kescjahteraan sosial harus dilakukan secara simultan baik melatui hukum pidana

*Ciustay Ridbiuch, forehale der Rechisphllosopiize. Wim 2331 sehagaimana dikutip Sabipte
Raltardio. 2002, Penvgatan Fakum Swane Tinfauga Sasiclogis. Genta Peblishing. Yogyakana,
o 12

7 Sozjipto Rahordjo, 2008, Negara Makim yauy Membahupiokon Sokvarsya, Genty Press
Yoge=akarta. him. 31

! Satiipto Rahandja. 2009, Pencgatan Hikum Suam Tinjasan Sosialegis, Gents Publshing.
Yogeakarte, ki vii

* Han, mengenati Kedua masyarnkat yang mempuny sasi-ca penceakan huekumeya sendici-
SERCIC YOIty petmary swler of ebitgation Gan secondary rales of abitgarian Esmi Warrasil.
2005 Provota Fivkam Sehuah Tedaeh Saviotogss PT, Suryardam Utaima Semarang, bl 86
“Satiipte Kahandja, 200% Op. Cir him 3

CSunane, M08, Kebiean Pengaggiiangan Peavermbotan Nk obeiz Masyaraval di Proviesi
_ Lempung. Unils Press, blm, 136162,
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{penal) maupun bidang hukum lainnya (non-penal).® Dalam rangka
penangpulangan kejahatan maka upaya ron-penal yang utama perlu dilakukan
adalah adanya kebjjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada
umumnya dan melakukan pembaharuan pada bidang-bidang hukum yang
berkaitan erat dengan pemberantasan kejahatan, seperti hukum administrasi
negara yang mengatur tentang kKesejahteraan masyarakat, kesehatan
masyarakat, dan lain sebagainya.

Perlunya aspek non-penal delam  menunjang penangulangan
kejahatan, mengingat penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-sanmya
tumpuan harapan untuk dapat menanggulangi kejahatan secara tuntas, Hal ini
wajar Karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah
kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata
dengan hukum pidana. Namun demikian keberhasilan penegakan hukum
pidana sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum pidana inilah
dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum™ sebagai dasar
untuk terwujudnya kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakang diatas,
maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah model penegakan
hukum pidana vang dapat mevujudkan Nepara Kesejahterasn Republik
Indonesia?

B, Pembahasan

Penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangen kejahatan merupakan
suatu proses kehijakan vang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap
vaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap
formulasi: (2] tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang stau nhap
aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaun pidana oleh instansi pelaksana yang
berwenang atau tahap cksckust, Tahap pertama sering disebut tahap
pemberian pidavia in gbstrocio™ atau penegakan hukum pidana dalaes arti

* Muladi, 1995 Konia Selosa Sisiem Pevadilar Frdova, Redan Penerbit Undip. Semamng
dinestakan balove penangeelangan Sejahatan (politk kimival) menepakin suatn kebizakan
sl Lsabia yarg rasional untuk memnganiuei bejanatan, Berbagh boatuk seakst sl respons
sogsal dapat dulasukan antck menangen ki keXahat=an antars lain dengan mengeunakan hakum
pidata. Deagan demikion penewkan hukum pidana merupakun baginr dari patitk Kriminal
I, 7.

Y6t him, 8.
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luas , sedangkan tzhap kedua dan ketiga disebut tahap . pemberian pidana
in concreto” atau penegakan hukum pidana dalam arti sempit.* Dilihat
sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga
tzhapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling
berkaitan dalam satu kebulatan sistem." Oleh karena itu pada tahap formulasi
menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini
disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman
untuk tahap-tahap berikutsya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud.

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak
negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum
pidana yaitu (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa vang
akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atan merugikan; (2)
kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan
terlarang dan sistem penerapannya; (3 ) kebijakan tentang prosedur/mekanisme
sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.
Kchijaken pertama dan kedua masuk dalam Jlingkup hukum pidana materiil,
sedangkan kebijakan ketign masuk dalam bidang hukum pidana formil.

Selain hal-hal di atas, periujuiza diperhatikan balwa penegakan hukum
pidana pada tahap aplikasi, yang menggunakan mekanisme sistem peradilan
pidana pada hakikatnya merupskan open system mengingal besarnya
pengaruh lingkungan masyarakat dan bideng-bidang kehidupan manusia
terhadap keberhasilan pencapaian tijuannya yaitu jangke pendek resosialisasi,
jangka menengah psncegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan
sosial.'* Selain itu tidak dapat dilakukan secara total (foral enjorcement)

" Bandinzgkan pendapat Muladi bahwa penegakan hukam pidana pada bakikanya merupakan

penegakan kebijakan melalei beberape tahap:

1. Tabap formulast, ysite tabap penegakan hukui i absiracro oleh dadan pemhual unding-
undang. Tahap ini dapnt pule disebut Lidap kebijakan tegistatif,

2 Tahap aplikasi, yaiv tahap penerupan hukuin pidana aleh apasat aparat peecsk husun
nwalas dori Kepolisizn smnpa: Peagadilzn, Tahop ke & Gigant pula discbat tarap kebijakan
wedikanf

3. Tehup eksckasi, yaity ahap pelaksinman hukum pidana sscara Konxrit oleh aparal-apan:
pelabsans pichana. Tahap ini dapa dischot wahap Sebijason eksekarifman eminiemtit, i
khn13.

Wy fukadi dan Bard: Nowawi Arial, 1892, Teovi-roovi doir Kebifakan Prdava, Alueeat, Bandang

him. 91.

2 i him 198

1 Sulndi, 19295, Shia. him. 1,
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sebab para pencgak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana
yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan,
pengzeledahan, penyitean dan pemeriksaan pendahuluan. ™

Bertolak dari kegagalan cara-cara pencgakan hukum pidana
konvensional vang bersifat positivistis karena hanya terbatas pada upaya
terpenuhinya prosedur formal dalam pemberantasan kejahatan, di samping
dapat memberi peluang untuk terjadinya penyimpangan,'* Berkaitan dengan
jtu maka penegakan hukum pidana yang konvensional tersebut dipandang
sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi modus operandi tindak pidana
saatini yang bersifist sistemik dan meluas serta cenderung merupakan exfra
ordinary crimes. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru dalem
penegakan hukum pidana yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara
atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak
individu tersangka atau terdakwa yakni pendekatan penegakan hukum pidana
progresif,

Dipilihnya pendekatan bukum progresif, mengingat ide penegakan
hukum progresiftidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan,
melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh sebab itu ketika
suatu peraturan dianggep membelenggu penegakan hukum, maka dituntut
kreativitas dari penegak hukum itu sendin agar inampu menciptakan produk
hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu padanilui-
nilai yang hidup di masvarakat."” Sejalan dengan pendapat diatas, menurt

“ Kansep penegakan hukum yang Dersiful totsl diamhkan untus melindung pelbegai ailal
terupa kepentmgan hukum yang ada di belakang rorma iukam pidans yang berkaizan, baik
kepantingan Nepara, kepentingn masyarakat maupun kepentingan individa, dhid. hlaw 39,

" §iaem peradiinng pidana dapat bersifot kriminogen nsnakala tegjadi krim inalisasi yang tidak
terhendali, tjuan pidams yang tidak jelas, effeklivitasnyn terbatas dan adiny disperitas pidanis.,
Mulsdi, Knoria Salekia Sistews Peradion Fidane, Badan Perarhil Universitaz Dippnegeeo, 1595
bl 25-25.

1 Hukeor Pidana Propresil adaldy hukam pidana yang berbasis pada prinsig-prinsip kukum
proeresil. Mepun:s perpehul hukim pregresif vohsea hikum bertujuen membalingiakan manusia.
Bardingkan dengan peadapat Randa Nawawi Aref befwa konsep pemidanann yare berecienini
poda omtng {“karsep pemidans individ unlpersenal} kebily meagutarnikan Glsaful pembinaan!
perawati 30 pelaby kojubatan ' The eaiment af efiendarsT) yune melabirkan pendekoko
memanistik, s irdivicuatisast pidans dan wivan pamidzaaan vang beronentad pada perhuikan
s peanbuz, Bards Nawawi Ariel licherapa Aspré Kebiictan Peacgukan dan Pengembangon
Mubum Pideva T, Citea Aditya Bakti, Pandung. 1998 Wim A9

i yudi Kristiana, 2009, Memg Kejossoan Pragresd: Sudi Tentang Penyeticizian. Feny disan
dan Pennwtan Tindat Pidana. LSEF Yogyskana. hin 33,



Mahfud MD bahwa upaya menegakkan hukum di Indonesia memerlukan
operasi caesar alias cara-cara yang tidak konvensional, bahkan untuk tahap
tertentu dan dalam waktu yang sangat sementara mengabaikan prosedur-
prosedur formal.*®

Pendekatan baru tersebut sudah sejalan dengan Deklarasi Hek Asasi
Manusia Universal Perserikatan Bangsa Bangsa yang mencgaskun
pembatasan hak-hak asasi individu dapart dibenarkan sepanjang bertujuzn
untuk melindungi hak-hak asasi vang lebin luas asal diatur dalam bentuk undang-
undang. Keberhasilan pendekatan tersebut tiduklah semala-mata diukur
dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah
penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif moralistic
maupun yang bersifat represif proaktif

(agasan hukum progresif yang dikampanyekan oleh Prof Tjip
panggilan akrab murid-murid Satjipto Rahardjo di Program Doktor [imu
Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro Semarang, pada prinsipnya bertolak
dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules
and behavior). Fhukum progresif yang bertumpu pada rufey and behavior,
menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rule secara
abselut, Tulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masvarakat, ketika
teles-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang
di musyarakat, maka penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan din
terbelengzgu oleh tali kekang rales vang sudah tidak relevan tersebut, tetapi
harus melihat keluar (out-wand), melihat konteks sosial yang sedang besubah
tersebut dalam membunt keputusan-keputusan hukum,

Hukum progresif yang bertumpu pada peraturan, membawa
konsekuensi buhwa setiap peraturan yang akan dibuat dan diberlakukan
tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai, kehendak, situasi dan kondisi
masyarakatnya. Sedangkan hukum progresif yang bertumpu pada manusia,
membawa konsekuensi pentingnya kreativitas, Kreativitas dalam konteks
penegakan hukum selain uniuk mengatasi ketertinggalan hukum, nengatasi
ketimpangan hukunt, jugadimaksudkan ungak membuat terobosan-terobasan

15 Mol Mahfod M. 2007, Hukem Talk Seung Yegad. FL Citra Aditya Fakt. Bandurg
Flin 240,

“ Romli Atmasnemila, 2004, sk Sasalen Kanws: Aspek Mesionid Ao Aspek fetersasis wl,
Mandar Maju, Bandung. blm, 13, :

 Saifipte Rahardjo. 2004, Opcix hlm. 5
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hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat
mewujudkan tuiuan kemanusizan melalui bekerjanya hukum, yang menurnut
Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia

Hukum progresif juga berangkat dari duz asumsi dasar yaitu pertama,
hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari asumsi dasar
tni maka kebadiran hukurm bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu
vang lehih luas dan hesar, Ttulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di
dalam hukum maka hukum!ah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan
manusia yarg dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum:
kedua, hukum bukan merupakan institusi vang mutlak serta final, karena
hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (faw as a process,
lavwe in the moking)." Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, bahwa menuwrut
perspekifl Hukum Progresif, hukum scebagai teks adelah awal saja dan akhimya
akan sangat terpantung bapaimana faktor manusia menjalankannya. Hukum
Progresif menawarkan pembebasan dari dominasi perundang-undangan yang
absolut.® Perundang-undangan atau teks dilibat sebagai titik awal saja dalam
menjalankan hukum karena sclanjutnya tergantung pada kreativitas dan
keberunian dan manusis-manusia yang menjalankannya. Selanjutnya menurut
Satjipto Rahardjo. bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dan hukum,
tolak ukur vang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan
dan keberpihakan kepada rakvat. Dengan demikian, ketika hukum masuk
dalam ranzh pencgakan hukum misalnya, seluruh proses bekerjanya instramen
penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah
mewujudkan keadilan?, apakah sudah mencenminkan kesejahteraan? Apakah
sudah berorientasi kepada kepentingan rakvat 7!

Kajian penegakan hukun pidana dengan pendekatan hukum progresif
difokuskan pada #ides/peraturan dan befiavior! perilaku aparat penegak
hukum. Peraturan hukum pidana vang akan dijadikan rujukan adalah peraturan
hukum pidana vang psnyusunanaya selain menggunakan pendekatan socio
legad stndies, juga harus memperhatikan 2 (tiga) kebijakan dasar dalam
penegakan hukum pidana vaiwe (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan

M Yol Kristisma, 2008, O, CR him 35

¥ Ayiipta Bahardjo, 2009 flatum Progresit Sehaah Siresa Natam fndovesic. Genta
Publishing Yogvakarte. him. 6

Y yudi Koeiana, 2849, e, O hem, v

“igid, him. 33,
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terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayalan atau
merugikan; (2) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap
pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (3) kebijakan tentang
prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan
hukum pidana,® '

Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana tanpa
memperhatikan rujukan sebagaimana tersebut di atas, akan menghasilkan
peraturan perundang-undangan pidana yang hilang sifat hukum pidananya,
bahkan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan sarana untuk
melakukan kejahatan atau secara terselubung melagalisasikan kejahatan.
Dalam kaitan ini menurut HL.L Packer, apabila hukum pidana digunakan secara
samarata {indiscriminately) dan memaksa (curcively), maka ketentuan
hukum pidana tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (prime
guaranter) bahkan akan menjadi pengancam utama (prime threatener).™

Dikatakan sebagai pengancam utama dikarena ketentuan pidana
tersebut apabila dioperasionalkan akan menimbulkan dampak negatif; baik
berupa timbulnya sikap pelaku tindak pidana vang tidak menghargai aturan
hukum pidana karena merasa dikerbankan dalam penegakan hukum pidana
(judicia! caprice), juga ketentuan hukum pidana dijadikan sarana untuk
melindungi kepentingan individu atau kelompok vang nora bene bersifat
kejahatan terselubung dengan cara menjadikan setiap pelanggaran kepentingan
tersebut dikenakan sanksi pidana. Hal inf banyak terjadi dalam peraturan
perurdang-undangan di Indonesia sebagaimana ditemukan oleh Masyarakat
Tramsfaransi Indopesia bahwasampat tahun 1998 ada lebib dari 64 Keputusan
Presiden yang bemuansa kolusi, korupsi dan nepotisme

Upatya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulken
efek negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus
memperhatikan atau mengakomadasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai
perwujudan kepentingan hukum masvarakat tempat dimana peraturan

¥ Muladi dan Banda N wi Arief, G Cie hlin, 158

B Packer. 1968, Thye Limits of te Crivined Sacccon Steaford Univessity Press, Talifornia.
him. 366,

* Esnui Warnssth, 2003, Praenia Hudaon Seiwsi Telsalk Sosicloy: FT. Survaudara Utamy.
him. 61

276




perundang-undangn pidana terscbut akan diberlakukan * Selain itu mengingat
undang-undang dalam pelaksanaannya harus ditafsirkan oleh para penegak
hukum, maka gaya bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang
harus juga mendapat perhatian khusus,

Berdasarkan pandangan di atas, maka scbelum peraturan perundang-
undangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial tentang kaedah hukum pidana
vang akan dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini
mengingat Socio-legal studies berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah
sebuah gejala sosial vang terletak dalam ruang sosial sehingge tidak bisa
dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sckali
terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum
tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri
sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi dan
sebagainya.

Penggunaan socio-legal stucies dalam hukum pidana sudah lama
dikenal di Indonesia, ini teridentifikasi dari berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perspektif socio-fegal
yaitu: (a) Undang-Undang Nomor | Drt. 1951, Pasal S Avat (3) sub b;
(b) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal
S Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1): {c) Pasal 188 Ayat (2) UUD’435
{amandemen ke-2):

Adanya jaminan undang-undang tentang pengakuan hukum tidak
tertulis vang hidup dalam masyarakat tersebut ternyata fidak serta merta
membuat kalangan lukum baik legistator. akademisi dan praktisi hukum untuk
mencoba mengkaji hukum dalam perspekti€ yang lebih fuas di luar hukvm
{sosiologis. Antropologis dsb). Istilah Satjipto Rubardjo masih terbelenggu
pikiran noreanive-positivis, yaitn pemikiran yang men gesampingkan hukum
schagai fenomena yang lebih hesar, melampai batas-batas posifivis.

Belenggu pemikiran rormaetive positivis temyata menychabkan
keterpurikan dalam hukum, sebingga untuk keluar dari keterpurukan hukum
tersebut. harus membebaskan disi dari belenggu positivis. Hal ini karena

* Randingkan pendupat Mulad: don Saxda Nawawl Ared, 1991, dp. Cir. bhme 167 halkwa
pengdekatan hurman st dalam penggunazzn sanssi pidin, tidak hanya berorti batoas pidana
vang disenakan kepady si pelanggas barus sesuni derean nitai-nil2) kemunusings yang beradah:
tetapi Tuga harus dapa membanggitkan besubarae i pelmpsid akan nolai-niles Kemnnusinan dan
nilai-nitai pergaulan hidun bermasyarakal.



pemikiran positivis-legalisiik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis
frule bound) tidak akan pernah mampu dan dapat menangkap hakikat
kebenaran, Schingga perlu ada pemikiran vang responsif terhadap rasa
keadilan dalam masvarakat untuk mencari dan mengurai benang keadilan
dan kebenaran. Pemikiran ini dilandasi bahwa bangunan hukum di bangun
oleh hubungan antar manusia sebagai hubungan sosial antar individu dengan
keseluruhan variasi dan kompleksitasnva vang cenderung sifatnya asimetris,
Dalam artian hukum tunduk pada kekuatan sentripetal yvang menciptakan
keteraturan, sckaligus tunduk pada kekuatan sentrifugal vang menciptakan
ketidakteraturan (disorder), chaos maupun konflik. Sehingga hukum tidak
dapat dipandang sebagai sesuatu yang kaku (formal-legalistik-positivis) tetapi
harus lentur memperhatikan fakta dan realitas sosial sebagaimana pendapat
Charles Stamford vang dikutip oleh Ahmad Ali.** Oleh karena itw, khususnya
dalam penegakan hukum pidana tidak hanya sekedar memenuhi kehendak
undang-undang atau aturan tertulis., melainkan harus melibat nilai sosiologis-
rasional yang menghendaki hukum mempunyai w/ility dan equity,*

Kebijakan penangyrulangan kejahatan melalui perundang-undangan
pidana seharusnya memperhatikan juga cita hukum Indonesia yakni Pancasila.
Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan sekaligus Norma
Fundamental Negam, konsckuensinya setiap produk peraturan perundang-
undangan harus diwarnai dan di aliri nilai-nilai vang terkandung di dalam
Pancasila. Nilai-ntlai tersebut antara lain religius, kemanusiasn dan
kemasyamkatan. Pancasila sebagai “ Margin ef Appreciation” terwujud baik
dalam peagembangan teori-teori hukum maupun dalam praktik penegakan
hukum vang meliputi proses-proses: (1) Law Making; (2) Law Enforcement,
(3) Law Awareness, Agar cita hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap
produk perundang-undangan Indonesia, maka proses pembentukannya tidak
hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga harus memperhatikan
pendekatan sosiologis dan politis.”

= Adwinad AL 2002 | Ketenpaeratan (lkaa @ Indeossia peavetab dan Solusiava, Gl
Indonesia, Jaxarta, hlm. 4%,

» Faialn Sulistio, woww. Googlecom, diundul gl 2.2-200%

N Nuladi, 2007, Refovdiasi Tukum DNalom Peabagunan Sisteny Habwon Nasionst Baha
Kuliah Umum Mogister Dmm Huien Untls, Basides Lonpung, him. 12,
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Rambu-rambu penggunaan hukum pidana dalam peraturan

perundang-undangan, yang mencerminkan kepentingan masyarakat agar
terhindar dari ekses negatifnya yaitu:

a.

b.

n.
1.

0.

Jangan menggunakan hukum pidana dengan sccara emosional untuk
melakukan pembalasan semata-mata;

Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan
vang tidak jelas korban atau kerugiannya:

Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu lujuan yang pada
dasarmnya dapar dicapai dengan cara lain yang sama cfektifnya dengan
penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit;

Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh
pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh
tindak pidana yang akan dirumuskan;

Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (hy product)
yang ditimbulkar: lebih menugikan dibanding dengan perbuatan yang akan
dikriminalisasikan;

Jangan menggunakan hukum pidana apabila tiduk dnbmldmg oleh
masyarakat secara kuat:

Jangan menggunaken hukue pidana apabila penggunaannya diperkirakan
tidak dapat efektif (wnenforceable);

Hukum pidana harus uniform, univerying and universalistic;

Hukum pidara hans rasional;

Hukum pidana karus menjaga kescrasian antara order, legitination and
competence;

Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara secial defence,
procedural fairness and substantive justice;

Hukum pidana harus menjaga keserasian entara moralis komunal, moralis
kelembagaan dan moralis sipil;

Penggunaan hukue pidana hares memperthatikan korban kejahatan:
Datam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara
khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;

Pengounaan hukum pidana sehagai sarara represif harus didayagunakan
seeara serentak denpan sarana pem egahan vang bersifat non-penal
{(prevention without punishme ity "

T ulnédi. 1995, Qo S ke 12 -

)
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Basis kedua dari hukum progresifadalah perilaku aparat penegak
hukum, Perilaku aparat penegak hukum pidana scbagai perwujudan dari
perspektif hukum progresif adalah adanya kinerja maksimal aparal penegak
hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan substansial, kescjahterasan
dan kepentingan rakyat, Supremacy of law bukan diterjemahkan sebagai
supremasi Undang-Undang, melainkan supremacy of justice. Oleh karena
itu cara kerja aparat penepak hukum pidana dalam persepektifhukum progresil
sejalan dengan tuntutan cara kerja aparat peradilan sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tzhun 2009 tentang Kekuaszan
Kehakiman, Pasal § Ayat (1) bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib
mengpali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hulkum dan rasa keadilar yang
hidup dalam masyarakat.

Urgensi adanya tantutan kinegja penegak hukum pidana sebagaimana
yang diamanatkan oleh undang-undang kehakiman di atas dikarenakan
penegakkan hulum pidana dengan menggunakan mekanisme sistetn peradilan
pidana pada hakikatnya merupakan open sysrem. Hal ini mengingat besamya
pengaruh lingkungan masysrakat dan bidang-bidang kehidupan manusia
terhadap keberhasilan pencapaian tujuan sistern peradilan pidana vaitu jangka
pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka
panjang kescjshteraan sosial. Selain itu penegakkan hukum dalam suatu
masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang
disebabkan oleh stmaltur masyarakstnys.  Struktur masyarakat tersebut
merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang iemungkinkan
penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang
menyebabkan pencgakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat
dijalankan dengan seksama * Oleh sebhab itu di tangan aparat penegak hukum
pidanalah, dibarapkan hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasi
(faw as an integrative mechanism) seperti yang dikemukakan oleh Harry
C. Bredemeier. ¥ Menurat Bredemeir bahwa pengadilan lah yang mewakili
fungsi integrasi yang dilzkuken oleh sus sistem sosial. Integrasi ini dilakukannya
dengan cara menggarap masukan-masukan yang berasal dari sub sub sistem
vang lain menfadi keluaran-keluaran seper tergambar dalam ragaan berikut. ™

.’qalplo!{dx..dlu 2005 G, Cie e, 31
‘*u: arto, 2002, G O him, w
# Sarfipto Rahardje, 1986, fary Antes, Alumn. B lung him 39

280



Masukan dari fungsi:  Proses Pengintegrasian olch: Bentuk Keluarannya:

Adaptasi Penataan kembali
(ekonomt) ’ prezes produktif
dalam masyarakat

Pengejaran tujuan  ———p  Sistem hukum / Legalisasi dan
(politix) (Pengadiian)  se— konkretisasi
ftujuan-tejuan

/ \ masyarakatx
Mempenahankan pola

(Budaya) Keadilan

Ragaan 1: Pola Proses Pertukaran dari Bredemeir

Periegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan konsep Sistem
Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Konsep
ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-
komponen vang terlibat dalam sistem peradilan pidana, sehab kegagalan dari
salah satu kompeonen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan
hasil kerja dari komponen lainnya. Oleh sebab itu masing-masing kompoenen
harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik
terhadap hasil kerja sesuai porsisnya masing-musing, maupun secara
keseluruhan dalam kegiatan proses peradilan pidana. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUIAP), komponen dimaksud adalah
kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasvarakatan. ™

Berdasarkan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu tersebut dan
dikaitkan adanya tuntutan perilaku aparat penegak lukum yang bersifal
progresit, ini berarti menghendaki adanya perilaku progresifaparat kepolisian
dalam kapasitasnya schagai penyidik; perilaku progresifaparat kejaksaan
dalam kapasitasnya sehagal penuntat umwin dan eksekutor: perilaku progresit
aparal kehakiman dalan kopasitasnyn sebagai hakim dan panitera, dan
perilaku progresifaparar lembaga pemasvarakatan dalam kapasitasnyva sebagai
aparal paimbina terpidana,

* Romli Atmasssmitn, |985. Bunga Raviea? fukios Azava Mdane, Binacipta, Bandung. him. 16
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Implementasi dari prinsip-prinsip scbagaimana vang telah diuraikan
di atas akan menciptakan model hukum pidana progresif yakni hukum
pidana yang berorientasi pada espek kemanusiaan (humanistik) baik pada
tataran formulasi maupun aplikasi. Contoh hukum pidana progresif vang
berorientasi humanistik vaitu: (1)adanya kebijakan selekuif dan limitatifuntuk
melakukan penegakan hukum pidana dengan menggunakan jalur litigasi dan
mengembangkan penyelesaikan perkara pidana dengan mengeunakan sarana
non-litigasi dalam keitannya dengan restorative justice baik berupa mediasi
penal, penyelesaian perkara di luar persidangan, altemnatif penyelesaian di
luar jalur hukum untuk perkara anak (diversi) dan lain-lain sejenisnya terutama
bagi tindak pidana yang sifat tercelanya/sikap batin vang jahat (mens rea)di
masyurakal adalah rendah; (2) memperbanyak jenis sanksi pidana schingga
memnberi kebebasan bagi hakim untuk memberikan sanksi pidana yang sesuai
dengan kejahatan dan kepentingan bagi pelakunya; (3) hukum pidana yang
mengadopsi nilai-nilai yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 65/PUU-VII2010 yang menetaplkan bahwa pengertian saksi
adalah “orang yang dapal memberikan keterangan dalam rangka
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu
ta dengar sendini, iaJihat sendiri dan ialami sendini”, Berdasurkan purusan tersebn
bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar,
atau mengalami sendin suatu peristiva pidana, melainken pada relevansi
kesaksiannya dengan perkara piduns yang sedang di proses: {4) hukum pidana

2010 yang menetapkan bahwa bates usiz anak yang dapat dipertangmngiasabkan
dalam hukum pidana adalah 12 tshun vang meubah hatas usia anak vang depat
dipertanggungjawabkan berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tulwm 1997 yaitu
8 tahun; (5) hukum pidana yang mengadopsi nilai-nilai yang terdapat dalam
Peraturan Mahkamah A gung (Ferma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penvesuaian
Batas Tindak Pidana Rinean dan Jumlah Denda Dalam KIUHP vaitu menurnt
ketentuan Pasal 1 bahwa kata-kata “dua rztus lime: paluh rapiab™ dalam Pasal
364,373,379, 384, 407 dan Pasal 482 KURP dibaca menjadi Rp 2.500.000.-
ficluan juta lima ratus sibu mupish); ketentuan ini mengangkat nilai hanga barng atay
vang yang menjadi objek tindak pidana ringan sebanvak |.000 {seribu) kali.
Konsckoensi dar adanya ketentuan tersebust yaitu sebagaimana yang diatur dalany
Pasal 2 Pertna Nomor 2 Tahun 2012 vain (2) Dalam meverima pelimpahan
perkira Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntat Umum,
Ketaa Pengadilan wajibmemperhatikan nilai barang atan uang yang menjadi objelc
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perkara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1; (b) Apabilanilai barang atau
uang tersebut bemilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupizh), Ketua Pengaditan scgera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara terscbut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yung
distur dalam Pasal 205-210 KUHAP; (c) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya
dikenakan penaharan, Ketun Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun
pempanjangan penahanan, Sedangkan terhadap tiap jumlah maksimum hukumzn
dendavang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Avat (1) dan Avat (2),
Pasal 303 bis Avat (1) dan Ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali
(Pasal 4).

Prinsip-prinsip hukum progresif sebagaimana vang diuraikan di atas
juga dianggap penting, mengingat sistem peradilan pidana yang dikembangkan
di Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang “berkemanusioan”,
disamping bersifat effisiensi. profesional, sistemn pendidikan terpadu, partisifasi
masyarakat, juga menoemminkan nilai-nilai sebagai berikut: () Mengutamakan
pencegahan; (b) Bersifat “Tar-Tarer Strafrechs” (berorientasi baik pada
perbuztan maupun paduorang): (¢) Harmoni dan kesejahteraan sosial sebagal
tujuan akhir; (d) Berorientasi ke masa depan; (g) Penggumaan ilmu pengetahaan
baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam, ™

Selain itn dalam kenteks pembangunan struktur hukum dalam
perspektif hukum pidana progresif yang berasaskan Pancasila. berarti
membangun struktur pencgak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan.
kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang berorientasi pada Hak Asasi
Manusia (HAM) dan Kevajiban Asasi Manusia (KAM) yaitu struktur
penegak hukum yang mencerminkan proses pencgakan hukum sebagai
keseluruhan kegiatan daci para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertihan, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan
7LD 1943, Dengan adanya pembentukan stroktur bukum yang berorientasi
kepada HAM dan KAM Indonesia, diharapkan praktik-praktik penegakan
huleun seperti *pilib tebang”, * gregetan” dan *peryiksazan phisik dan non-phisik”.
di masa vang akan datang tidak akan diketemuken lagi.

Sedangkan pembangunan budaya hukum dalam perspektif hukum
progresif berasaskan Pancasila berarti pembangunan. budaya hukum di
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arahkan schagai proses penanaman kesadaran hukum rakyat melalui kegiatan
berupa sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan memberdayakan
masyarakat dalam proses legislasi. Sclain masyarakat, adresat pembangunan
budaya hukum yang bersifut progresif juga diperlukan di kalangan aparal
penegak hukum. Ini mengingat di tangan mercka lah dapat terwujudnya nilai-
nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apalagi
ketika menemukan suatu peratusan perundang-undangan yang akan mereka
tegakkan nyata-nyata tdak mencerminkun nilai-nilai yang dianut elch
masyarakat tempat dimana peraturan tersebut akan ditegakkan. Dalam kaitan
ini menurat Barda Nawawi Arief bahwa dalam ranpka meningkatkan kualitas
penegakan hukum, minimal perlu dilakukan reformasi dan optimalisasi tiga
pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmish-
religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual {Intepralistik Sistemik): dan (3)
pendekatan juridis berwawasan globalkomparatif**

Sebagai contoh diperlukan adanya budava hukum di kalangan aparat
penegak hukum bersifat progresif dalam kaitannya dengan penggunaan upaya
paksa penangkapan dan penahanan. Berdasarkan kefentuan Pasal 17 KUHAP
dan Pasal 21 KUHAP zlasan melakukan penangkapan dan penahanan
terhadap seorang vang diduga keras melakukan tindak pidana hanva
berdasarkan bukti permulaan yvang cukup. Sedangkan KUHAP tidak
menjelaskan apa pengertian dan kriteria “bukti vang cukup’. Di sini dituntut
adanya keprofesionalan dan integritas moral dari penegak hukum (penyidik)
dalam menegakkan kefentuan tersebut. Ketentuan yang memberikan
wewenang diskresioner seperti ins rentan melanggar HAM terhadap seseorang
yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya model penegakan hukum pidana progresif berdasarkan
Pancasila berarti juga menuntut bahwa model-model penegakan hukum seperti
di era penjajahun atau setidak-tidaknya yang tumbuh dan berkembang pada
saat penjajahan seperti perlakuan terhadap pelaku kejabatan sebagai objek
pemeriksaan, rekayasa kasus untuk menjaga wibawa lembaga atau golongan
tertentu, dan lain schagainva vang nota bene melangar HAM harus sudah
ditinggalkan. Hal ini penting untuk dijadikan komitmen bagi aparat penegak
lukum mergingat sampai saat ini masth benyak ditemukan penanganan perkara
pidana separti vang terudi pada masa penfajahan. Kasus Sengkon dan Karla

.

= Bania Nawawi Aricl 20011 Go O B, 70-71.
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yang telah menjalani hukuman lebih 5 {lima) tahun karena divonis bersalah
melakukan pembunuhan namun ternyvata bukan pelakunya, lalu ada kasus
salah vonis terhadap pasangan suami-istri yang bernama Risran Lakoro dan
Rostin Mahaji warga Kabupaten Boalemo Gorantalo.™

C. Penutup

Salah satu tujuan dibentuknya NKR1 adalah tervujudnya kesejahterasan
seluruh rakyat Indoresia. Kesejahteraan sosial juga merupakan tujuan jangka
panjang bagi sistem peradilan pidana, disamping untuk menanggulangi
kejahatan dan resosialisast terpidana. Untuk tenwjudnya tujuan tersebut maka
dalam menangulangi kejahatan di Indonesia termasuk perlakuan terhadap
pzlakunya dibutuhikan adanya hukum pidana vang memperhatikan aspek-
aspek kemanusiaan. Hukum pidana progresif yang berbasis peraturan dan
perilaku (rides and behavior) serta berprinsip hukum untuk manusia dan
sclalu berubah memperhatikan kehendak hukum masyarakat dipandang
sebagai moedel penegakan hukum yang mampu mewajudkan keadilan di negam
kesejahteraan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan aspek legalitas pada
hukum pidana progresif dibangun berdasarkan kajian-kajian vang bersifat
socio-fegal studies. sedangkan aspek struktural dituntut adanva kreativitas
atas Kinerja aparat penegak hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasnan Kehakiman,
bahwa hakim dan hakim konstitusi wajio menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan varg hidup dalam masyarakat.
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